
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian data dan pembahasan yang telah peneliti paparkan 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dinas ketahanan pangan dalam membangun ketahanan pangan 

menunjukkan berperan cukup aktif dalam memantau, menstabilkan dan 

mewujudkan sistem distribusi pangan melalui cara yang efektif, efisien  

serta memfasilitasi setiap program distribusi dan cadangan pangan dalam 

pengentasan wilayah rawan pangan. selain itu, Penanganan kedua yaitu 

dengan cara intervensi melalui program/kegiatan sehingga rawan pangan 

diwilayah tersebut dapat tertangani seperti pemberian bantuan sosial 

kepada masyarakat yang terkena rentan rawan pangan. 

2. Kendala yang dihadapi oleh dinas ketahanan pangan kota mataram yang 

cukup menghambat atau memperlambat pelaksanaan program distribusi 

dan cadangan pangan. adapun kendalanya: Kurangnya Staf Dibidang 

Distribusi Cadangan Pangan dalam Memantau Pasar, Komunikasi, 

Stabilitas Harga Pangan dan kualitas barang dibawah standar. 

 

 

 



 

 
 

5.2 Saran  

1. Kepada kepala dinas ketahanan pangan kota mataram diharapkan terus-

menerus meningkatkan koordinasi kepada staf yang kurang akan 

kemampuan kualitas sumberdaya manusia. 

2. Peran kelembagaan sosial ekonomi disetiap program bimtek, sosialisasi 

desa/kelurahan untuk pengembangan ketersediaan pangan mealui desa 

mandiri pangan. 

3. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan struktural harus 

berupaya menciptakan situasi dan kondisi infrastruktur pendukung sektor 

pertanian yang baik, dikarenakan infrastuktur yang baik merupakan salah 

satu penunjang dalam menjaga dan meningkatkan nilai tukar petani 
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